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ABSTRAK 

Yesi Susanti :Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan 

Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi 

Daerah  

Pembimbing   :Fefri Indra Arza. SE,M.Sc.Ak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan 

kemampuan keuangan daerah di kota Pariaman dalam rangka mendukung 

pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini mengambil lokasi di kota Pariaman 

dan data yang digunakan adalah data keuangan APBD kota Pariaman pada tahun 

anggaran 2009/2011.  

Penelitian dilakukan dalam bentuk observasi dan penulis mengumpulkan 

data langsung dari dina yang terkait. Dalam menganalisis keuangan penulis 

menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, 

rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio 

pertumbuhan pendapatan, dan Analisis pendapatan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan melihat hasil analisis diatas 

perkembangan keuangan di kota Pariaman di sektor keuangan masih kurang.  

Untuk itu diperlukan upaya untuk peningkatan PAD baik secara ekstensifikasi 

yaitu pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasikan potensi daerah sehingga 

peluang- peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari, sedangkan 

secara intensifikasi yaitu dengan memperbaiki kinerja pengelolaan pemungutan 

pajak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5. Otonomi 

Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom  untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut peranan 

pemerintah daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan 

kemandirian yang selalu didambakan Pemerintah Daerah. Terlepas dari 

perdebatan mengenai ketidaksiapan daerah di berbagai bidang untuk 

melaksanakan kedua Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diyakini 

merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah. 

Menggantikan system pembangunan terpusat oleh beberapa pihak dianggap 

sebagai penyebab lambannya pembangunannya di daerah dan semakin besarnya 

ketimpangan antar daerah. 

Di dalam pelaksanaan Otonomi Daerah terdapat empat elemen penting 

yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Ke empat elemen 

adalah Desentralisasi Politik, Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Administrasi 

dan Desentralisasi Ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah 

untuk mengelola secara efisien dan efektif. Sehingga dengan demikian akan 

terjadi kemampuan/kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan fungsinya 

dengan dengan baik. Salah satu elemen yang diserahkan pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal yang 
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merupakan komponen utama dari desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah dan 

menandai dimulainya babak baru dalam pembangunan daerah serta 

masyarakatnya dalam mengelola sumber daya / segenap potensi yang dimiliki 

untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. 

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin 

dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas 

pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh 

potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pendapatan daeah kota 

pariaman dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

TABEL I 

PAD dan PENDAPATAN TRANSFER PUSAT 

TA 2009-2011 

Tahun Anggaran PAD Transfer Pusat 

2009 Rp 12.263.180.927,45 Rp 260.711.074.337 

2010 Rp 14.884.538.651,36 Rp 327.050.188.427 

2011 Rp 12.920.749.000 322Rp.278.911.733 

 Sumber Data : DPPKA Kota Pariaman TA 2009-2011 

Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah 

adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada 

pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan 

bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah 

satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang 

berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan 

Pendapatan Asli Daerah dalam  keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur 
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penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti semakin besar suatu 

daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula 

tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan Otonomi Daerah. 

Setiap daerah di Indonesia memiliki permasalahan yang relatif hampir 

sama dalam kaitanya dengan pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan suatu 

daerah menjadi daerah otonom dapat dilihat dari 3 aspek ketersediaan prasarana 

dan sarana, pembiayaan dan personalia yang memadai untuk mewujudkan 

otonomi daerah dan desentralisasi yang luas nyata dan bertanggung jawab 

diperlukan manajemen keuangan daerah yang mengontrol kebijakan keuangan 

daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan danakuntabel. 

Pasal 4 Peraturan pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000 tentang 

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, menegaskan bahwa 

pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung 

jawab dengan memerhatikan asas keadilan dan kepatutan. kemampuan pemerintah 

daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam anggaran belanja 

pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung 

mencerminkan kemampuan pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. 

Pemerintah daerah Kota Pariaman sebagai pihak yang diserahi tugas 

menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masarakat wajib 

menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai 
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apakah Pemerintah daerah Kota Pariaman berhasil menjalankan tugasnya dengan 

baik atau tidak. salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah 

dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio 

keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. 

Untuk menilai rasio keuangan pada APBD Kota Pariaman, maka dalam 

lampiran ini akan dibahas tentang analisis rasio keuangan pada APBD Kota 

Pariaman. dan Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk tugas akhir dengan judul : ”Analisis Perkembangan 

Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah 

di Kota Pariaman” 

B. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penilitian ini adalah: 

”Bagaimanakah perkembangan kemampuan keuangan daerah di Kota Pariaman 

dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah?” 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasar latar belakang masalah tersebut diatas, maka tujuan dari 

penelitian adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan 

keuangan di Kota Pariaman dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi 

daerah. 
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Menjadi bahan masukan bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan 

keputusan pembangunan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan 

otonomi daerah. 

2. Dapat dijadikan acuan atau referansi untuk penelitian berikutnya 
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BAB  V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis maka dapat disimpulakan 

sebagai berikut :  

1.  Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat 

digunakan untuk menilai kinerja pemda dalam pengelolaan keuangan 

daerah sebagaimana yang dituangkan dalam APBD. 

2. Berdasarkan analisis pertumbuhan pendapatan selama tiga tahun ini 

mengalami peningkatan dan penurunan disebabkan karena bertambah 

dan berkurangnya penerimaan pajak dan retribusi daerah 

3. Berdasarkan rasio derajat desentralisasi selama tiga tahun derajat 

desentralisasinya adalah sangat kurang karena hanya memiliki rata-rata 

4,02% hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian/kemampuan 

keuangan kota pariaman masih rendah dalam melaksanakan 

otonominya 

4. Bedasarkan rasio ketergantungan keuangan daerah kota pariaman 

terlihat bahwa pemerintah Kota Pariaman masih tergantung pada 

pemerinyah pusat 

5. Kemandirian Kota Pariaman dalam memenuhi kebutuhan dana untuk 

menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan 

pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah dan bahkan cendrung 
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menurun, yaitu dari tahun anggaran 2009  4,70 menjadi 4,01 pada 

tahun anggaran 2011 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan tentang kinerja keuangan 

pemerintah kota pariaman, maka penulis mencoba mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Mengingat terbatasnya jumlah dan jenis sumber-sumber Pendapatan Asli 

Daerah, maka diperlukan penyerahan beberapa sumber keuangan untuk 

dikelola dan dipungut sendiri oleh daerah dan menjadi penerimaan PAD. 

2. Penelitian ini hanya menganalisis beberapa komponen dalam 

perkembangan APBD, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat 

menganalisis seluruh komponen yang terdapat dalam APBD sehingga 

akan lebih lengkap. 

3. Penelitian ini hanya dilakukan pada tahun anggaran 2009-2011 di Kota 

Pariaman saja, diharapkan untuk penelitian selanjutnya obyek 

penelitiannya dilakukan dibeberapa kota sehingga terdapat perbandingan 

antara kota yang satu dengan kota yang lain. 

4. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa model analisis rasio 

keuangan, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan 

seluruh model analisis rasio keuangan sehingga hasil analisisnya lebih 

lengkap dan menyeluruh. 
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